slistainanie Development Goals

(SDGs!

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Anggraeni Khusnul Khotimah - Tamara Nur Adinda - Rachel Anastasya Lumban Tobing
Ibrahim Naufal - Muhamad Haikal - Rafael Da Costa - Muhammad Farrel Arkan - Shanet Isyana
Ramadhani - Amanda Anindita Putri - Janeth Collin Salvadore - Ivana Melinda - Gisella Andriana
Dzulfan Hidayat - Intan Tresna Kinanti - Maritha Muthi’ah Makmun - Ayu Ria Anjani
Kadek Dwi Ristia Rahmyani - Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma - Fransisco Valdino R.
Pradnya Paramita Jasmine - Sandy Permana Arisetiawan Jamarin - Desriany Siang Tappangan
Elsayanti - Lisa Payung - Angela Batara Sapa - Ester Gracella Rubiyanto - Tiara - Muhammad
Riko Hamdani - Lia Novitasari - Ovita Berliana - Mellyana Ulyses Hutabarat - Raissa Arifa Farina
Yohana - Herdianly Br. Nainggolan - Dinda Purwitasari - Shafira Azahra Subekti
Dinda Yusiana Hartati - Alicia Tanaya - Lusia Victolia - Sharene Olivia
Rivmilhyan Junior Hakim - Lelyana Sanda Padang - Chelsea Indri Kurnia



Potensi dan Tantangan
Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan

sustainable Development Goals

[SDGS)

Anggraeni Khusnul Khotimah - Tamara Nur Adinda - Rachel Anastasya Lumban Tobing
Ibrahim Naufal - Muhamad Haikal - Rafael Da Costa - Muhammad Farrel Arkan - Shanet Isyana
Ramadhani - Amanda Anindita Putri - Janeth Collin Salvadore - lvana Melinda - Gisella Andriana
Dzulfan Hidayat - Intan Tresna Kinanti - Maritha Muthi’ah Makmun - Ayu Ria Anjani
Kadek Dwi Ristia Rahmyani - Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma - Fransisco Valdino R.
Pradnya Paramita Jasmine - Sandy Permana Arisetiawan Jamarin - Desriany Siang Tappangan
Elsayanti - Lisa Payung - Angela Batara Sapa - Ester Gracella Rubiyanto - Tiara - Muhammad
Riko Hamdani - Lia Novitasari - Ovita Berliana - Mellyana Ulyses Hutabarat - Raissa Arifa Farina
Yohana - Herdianly Br. Nainggolan - Dinda Purwitasari - Shafira Azahra Subekti
Dinda Yusiana Hartati - Alicia Tanaya - Lusia Victolia - Sharene Olivia
Rivmilhyan Junior Hakim - Lelyana Sanda Padang - Chelsea Indri Kurnia

GWidine



POTENSI DAN TANTANGAN PERPAJAKAN SEBAGAI KUNCI MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Tim Penulis:

Anggraeni Khusnul Khotimah, Tamara Nur Adinda, Rachel Anastasya Lumban Tobing, Ibrahim Naufal,
Muhamad Haikal, Rafael Da Costa, Muhammad Farrel Arkan, Shanet Isyana Ramadhani,
Amanda Anindita Putri, Janeth Collin Salvadore, lvana Melinda, Gisella Andriana, Dzulfan Hidayat,
Intan Tresna Kinanti, Maritha Muthi’ah Makmun, Ayu Ria Anjani, Kadek Dwi Ristia Rahmyani,
Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma, Fransisco Valdino R, Pradnya Paramita Jasmine,

Sandy Permana Arisetiawan Jamarin, Desriany Siang Tappangan, Elsayanti, Lisa Payung,
Angela Batara Sapa, Ester Gracella Rubiyanto, Tiara, Muhammad Riko Hamdani, Lia Novitasari,
Ovita Berliana, Mellyana Ulyses Hutabarat, Raissa Arifa Farina, Yohana, Herdianly Br. Nainggolan,
Dinda Purwitasari, Shafira Azahra Subekti, Dinda Yusiana Hartati, Alicia Tanaya, Lusia Victolia,
Sharene Olivia, Rivmilhyan Junior Hakim, Lelyana Sanda Padang, Chelsea Indri Kurnia

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-459-282-5

Cetakan Pertama:
Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370



KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Potensi Dan Tantangan
Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan Sustainable Development Goals” telah
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki
minat terhadap pembahasan tentang perpajakan.

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar,
serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah
juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban
keuangan terkuras untuk menutup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak
masih terbuka di eksplorasi dan di eksploitasi penerimaannya. Ironisnya, di
sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak
untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib
pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan. Dari fakta ini
target perolehan pajak tahun 2019 kian berat untuk direalisasikan, meski di
sisi lain tetap harus optimistis bahwa masih ada potensi untuk mencapai
target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa terlepas dari
program edukasi. Sukses edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga munculnya kesadaran dari
masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak. Membangun kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan
edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak.
Sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan
berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB
dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya
adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang
membutuhkan bantuan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.



Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.
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BAB

PEMANFAATAN AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION (AEol) LEMBAGA PAJAK

Anggraeni Khusnul Khotimah
Tamara Nur Adinda
Rachel Anastasya Lumban Tobing

A. AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEol)

Indonesia merupakan salah satu anggota forum internasional yang
terdiri dari 19 Negara dan 1 Kawasan, yaitu G20. Pada tanggal 31 Oktober
2021, dilaksanakan penyerahan presidensi G20 dari Perdana Menteri ltalia,
Mario Draghi, kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Joko
Widodo. Dengan terlaksananya penyerahan tersebut, Indonesia resmi
meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Diusungnya tema Recover
Together, Recover Stronger dalam presidensi G20 ini, untuk mendorong
negara di seluruh dunia bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi demi
mewujudkan tata kelola yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk
mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa agenda yang akan
dibahas melalui presidensi G20. Salah satu agenda yang didorong oleh
Indonesia untuk segera diselesaikan melalui G20 adalah mengenai
transparansi perpajakan. Isu transparansi perpajakan telah menjadi salah satu
permasalahan yang kerap dibahas dalam forum-forum internasional. Hal ini
karena, dengan minimnya transparansi perpajakan dapat mengakibatkan
terjadinya aliran keuangan gelap yang mampu berimbas kepada penggelapan
dan penghindaran pajak. Menurut laporan The State of Justice 2021,
Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar USS 2,3 miliar
atau setara dengan Rp33,89 triliun akibat dari penggelapan pajak. Sekitar
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WEALTH TAX SEBAGAI SARANA
PENGURANGAN DISPARITAS EKONOMI

Ibrahim Naufal

Muhamad Haikal

Rafael Da Costa
ibrahimnaufal.edu@gmail.com

A. WEALTH TAX DAN DISPARITAS

Dengan melihat situasi saat ini, skema pajak progresif di Indonesia yang
berdasarkan pada pendapatan per tahun dinilai belum maksimal untuk
mengurangi disparitas ekonomi, terlihat dari sumbangsih pajak orang-orang
yang memiliki penghasilan diatas 5 milliar hanya sekitar 0,03 persen (CNN,
2021) dan hal ini juga ditandai oleh Indeks Gini di indonesia yang terus
meningkat, yang mengindikasikan dengan sistem dan keadaan yang sekarang,
disparitas ekonomi di Indonesia terus memburuk yang menandakan sistem
yang sekarang tidak menuju pada perbaikan kesejahteraan.

Pengurangan ketimpangan di sini merupakan fokus utama dari
penerapan wealth tax yang mendukung poin nomor 10 dari Sustainable
Development Goals (SDGs). Disparitas Ekonomi ataupun kesenjangan adalah
suatu variabel yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara.
Negara yang memiliki ketimpangan yang besar cenderung akan memiliki
pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih rendah, tingkat kriminalitas
yang tinggi, dan juga rata-rata pendidikan yang rendah. Dengan begitu, pada
paper kali ini penulis bertujuan untuk mengusulkan reformasi pajak berbasis
kekayaan (wealth tax), sebagai upaya pengurangan kesenjangan ekonomi.
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A. DESAIN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global
yang disepakati oleh 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan
(UNDP, 2022). Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs yang
diharapkan dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Para
pelopor menilai bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di
bidang lain karena saling terintegrasi (UNDP, 2022). Salah satu target dalam
SDGs yang sedang digencarkan adalah peningkatan kesetaraan gender. UNDP
(2017) menyatakan bahwa kesetaraan gender bukan berarti pria dan wanita
harus sama. Namun, merujuk pada suatu keadaan yang setara antara gender
dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Target yang ingin
dicapai dari SDG kelima ini adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi
terhadap kaum wanita di semua sektor. Kesetaraan gender lebih dari sekedar
masalah moralitas, tetapi juga masalah ekonomi yang vital (IMF, 2017).
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A. PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi memiliki peran yang penting
bagi berbagai bidang, salah satunya bidang perpajakan. Sistem perpajakan di
Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, yang memberikan
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pada saat ini, seiring dengan
perkembangan teknologi dan digitalisasi, Wajib Pajak dapat melakukan
kewajiban administrasi perpajakannya secara online melalui website yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelayanan perpajakan secara
online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain e-
Registration, e-Filing, e-Form, e-Billing, e-Faktur, dan e-Objection.

Dengan adanya digitalisasi dalam bidang perpajakan, wajib pajak dapat
lebih efisien dan efektif dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Hal ini
berdampak pada meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
khususnya dalam penerimaan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara digunakan oleh negara untuk merealisasikan tujuan dari Sustainable
Development Goals yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Hal ini
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A. PENYELESAIAN PROSES SENGKETA PAJAK

Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dua unsur utama
di dalamnya, yaitu penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure)
(Kemenkeu Rl, 2021). Diperlukan pendanaan yang besar guna pembangunan
negara yang tidak dapat diserahkan kepada pasar. Oleh sebab itu, pemerintah
harus mencari sumber keuangan untuk memproduksi dan menyediakan
kebutuhan publik tersebut, yang salah satunya adalah melalui pajak
(Gunawan,
2020).
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A. PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Reformasi Pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan
pembangunan dalam suatu negara, sesuai dengan keadaan saat ini adanya
pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan
dalam segala aspek. Oleh karena itu setiap negara ingin pemerintahannya
tetap berjalan dan berkembang di tengah pandemi ini. Seperti halnya
Reformasi pajak yang melahirkan Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan
yang diciptakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian
yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian,
mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian
hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hal ini sesuai
dengan aksi yang dilakukan oleh PBB untuk membentuk SDGs (Sustainable
Development Goals) pada 25 September 2015 dengan tujuan untuk
pembangunan demi menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
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A. IDENTITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK
Indonesia menjadi Presidensi Group of Twenty (G20) secara setahun

penuh dimana dalam artian Indonesia menjadi tuan rumah dalam

penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT

G20 di November 2022. Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together,

Recover Stronger” yang mana artinya Indonesia ingin mengajak seluruh dunia

untuk bahu membahu dalam pemulihan dan serta tumbuh lebih kuat dan

berkelanjutan. Acara dalam rangkaian tema tersebut dapat terlihat dari

agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022,

antara lain:

1. Exit Strategy to Support Recovery atau strategi keluaran untuk
mensupport pemulihan. b. Addressing Scarring Effect to Secure Future
Growth atau pemetaan dampak berkepanjangan untuk melindungi
pertumbuhan kedepannya.

2. Payment System in Digital Era atau sistem pembayaran di era digital
dengan mengandalkan berbagai kemajuan teknologi.

3. Sustainable Finance atau keuangan yang berkelanjutan.
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A. CARBON TAX DAN EARMARKING TAX

Saat ini dunia sedang mengalami kondisi iklim yang begitu buruk. Hal ini
ditandai dengan begitu banyaknya isu kerusakan lingkungan yang sering
diperdebatkan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini pun
mendorong untuk dirumuskannya suatu kebijakan yang dapat menekan
tingkat perubahan iklim bumi yang kebanyakan berasal dari emisi gas rumah
kaca (GRK). Salah satu upaya dalam menekan tingkat perubahan iklim ialah
dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam UN Conference
on Sustainable Development 2012. Hal ini menjadi pendorong utama
penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang
Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Isu
kerusakan lingkungan pun tidak mungkin diabaikan, hasil riset dari Standard
and Poor’s (2014) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara
kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan rentan akan resiko
perubahan iklim. Berbagai permasalahan iklim yang dapat dirasakan hari ini
seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem
lautan, penurunan kualitas kesehatan, kelangkaan pangan.
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A. POTENSI PAJAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban saat ini membuat
seluruh aspek kehidupan kini perlahan berbasis pada teknologi. Salah satu
perubahan signifikan yang dapat kita rasakan adalah adanya kegiatan
ekonomi berbasis elektronik seperti E-commerce serta perdagangan yang
menggunakan sistem elektronik. Tidak berhenti sampai disitu hal ini
berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran yang pada mulanya
rata-rata transaksi ekonomi menggunakan cash based instrument (alat
pembayaran tunai) kini telah berkembang menjadi non cash instrument (alat
pembayaran non tunai), hal ini ditandai dengan munculnya uang dalam
bentuk virtual. Sistem pembayaran virtual inilah yang dikenal dengan sebutan
Cryptocurrency. Cryptocurrency di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 angka
7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5
Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset
Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Pada dasarnya Aset Kripto
merupakan suatu komoditi digital aset yang menggunakan kriptografi yang
terhubung dengan jaringan peer-to-peer serta buku besar yang telah
terdistribusi, dengan tujuan mengatur terciptanya unit baru, serta memroses
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A. POTENSI PENERIMAAN PAJAK

Pemberitaan apa pun yang membahas mengenai orang kaya berpotensi
besar menarik perhatian publik, tak terkecuali topik bahasan mengenai
kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Atkinson dan Leigh (2010)
menuliskan “The important role held by top income earners cannot be denied.
This is not just because their tax share is very significant to the overall total
tax revenue, but also because of the economic power which it conveys”. Dari
kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi
pendapatan di beberapa negara memiliki konsentrasi yang lebih besar pada
populasi kecil yaitu di antara 1-5 persen kepada orang yang berpenghasilan
tinggi.

Mengacu pada laporan The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan oleh
Knight Frank pada 1 Maret 2022, jumlah orang kaya di Indonesia di asumsikan
akan naik sebesar 63% dalam lima tahun ke depan. Kenaikan ini
mengakibatkan jumlah orang kaya di Indonesia melonjak menjadi 134.015
orang dari jumlah tahun 2021 sebanyak 82.01. Adapun kategori orang kaya
yang dimaksudkan dalam istilah High Net Worth Individuals (HNW!Is) seperti
yang tertulis dalam laporannya adalah seseorang dengan harta kekayaan
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A. KEWAIIBAN PELAPORAN PAJAK UMKM

Malang merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah
Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) per tahun dengan jumlah 17.071
usaha di tahun 2020 dari sebelumnya 17.021 di tahun 2019 (Tabel 1).
Banyaknya UMKM membuat peran mereka menjadi penting dalam
perekonomian Kota Malang. Peran UMKM telah teruji ketika Indonesia
menghadapi kondisi pandemic, dimana banyaknya tenaga kerja di PHK beralih
untuk membuka usaha. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja,
keberadaan UMKM akan memberikan kontribusi tersendiri dalam
penerimaan pajak. Tabel 1. Jumlah Usaha dan Pedagang Kota Malang


mailto:rikohamdani665@gmail.co

DAFTAR PUSTAKA

Andi, A. (2018). Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan
E-Filing. Jurnal Ekonomi-Qu, 8(2), 174-211.
https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4448

Desmayanti, E. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan
Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt
Masa Secara Online Dan Realtime. Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-12.

Gilster, P. A. (2007). Closing Remarks: A Charter for Interstellar Studies. AIP
Conference Proceedings, 886, 204-206. AlP.
https://doi.org/10.1063/1.2710056

Kemdikbud. (2017). K. Jakarta: Sekretariat TIM GLN Kemdikbud, 8.

Leaning, M. (2019). An approach to digital literacy through the integration of
media and information literacy. Media and Communication, 7(2), 4-13.
https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931

Lee, S.-H. (2014). Digital Literacy Education for the Development of Digital
Literacy.

International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 5(3), 29-43.
https://doi.org/10.4018/ijdIdc.2014070103

List, A. (2019). Defining digital literacy development: An examination of pre-
service teachers’ beliefs. Computers and Education, 138(May 2018), 146—
158. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.009

Martin, A. (2008). Digital Literacies: Concepts, Policies & Practices.

Nasikin, M. (2016). Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM
Kuliner di UMKM Ishokuiki Kota Tuban. Sekolah Tinggi llImu Ekonomi
Perbanas Surabaya.

Riel, J., & Christian, S. (2016). Charting Digital Literacy: A Framework for
Information Technology and Digital Skills Education in the Community
College. SSRN Electronic Journal, (541), 1-22.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2781161

Rumat, S. H. W., & Sitinjak, N. D. (2019). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di Kota Kupang. Jurnal llmiah Bisnis Dan Perpajakan, 1(1),
44-54,

128 | Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Perpajakan Indonesia



Sevilla. (2007). Research Methods. Quezon City: Rex Printing Company.

Tambunan, T. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu
Penting. Jakarta: Salemba Empat.

Warlick, F. (2004). Redefining Literacy for the 21st Century. Santa Barbara, CA:
Linworth Publishing.

Literasi Digital dan Kewajiban Pelaporan Pajak | 129



BAB
12

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI
UNTUK PELESTARIAN EKOSISTEM LAUT

Mellyana Ulyses Hutabarat
Raissa Arifa Farina

Yohana Herdianly Br. Nainggolan
[ulysesmellyanal23@gmail.com]

A. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang
menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Pajak memiliki
berbagai fungsi yakni fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan
fungsi re-distribusi pendapatan. Namun, pada penerapannya pajak condong
berfokus hanya sebagai sumber penerimaan negara tanpa memperhatikan
fungsi mengatur. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang terus-menerus
melakukan aktivitas ekonomi (industri) tanpa memperhatikan dampak
terhadap lingkungan, seperti melimpahnya limbah cair akibat aktivitas
industri.

Salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk
mendorong pengendalian limbah cair yakni melalui penerapan Green Tax
(Pajak Lingkungan). Dalam penerapannya, green tax menjadi kebijakan yang
penting karena berperan sebagai pembatas sektor industri dalam
menghasilkan limbah yang nantinya dapat berdampak pada keadaan
ekosistem laut. Melalui kebijakan green tax, pemerintah mampu melakukan
tindakan pencegahan, pengelolaan, hingga penyelesaian dari adanya
pencemaran yang terjadi. Selain itu, green tax tidak hanya efektif untuk
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A. KEMAJUAN TEKNOLOGI ERA DIGITAL

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Dalam APBN, proporsi
penerimaan pajak melebihi 70%. Oleh karena itu, sebagai lembaga
pemerintah di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dipercaya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), khususnya di bidang penerimaan pajak. DJP dibiayai oleh APBN untuk
menjalankan fungsinya, dengan tujuan untuk memenuhi APBN melalui
pemungutan pajak. Pada 2021, penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun.
Jumlah ini sesuai dengan 103,9% dari tujuan penerimaan pajak dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (APBN) 2021. lJika
dibandingkan dengan pemungutan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 1.072,1
triliun atau 83,95%, maka penerimaan pajak tahun ini meningkat 19,2%.

Saat ini, pemerintah sedang berupaya meningkatkan pendapatan negara
dengan memberlakukan undang-undang bagi perusahaan dan orang pribadi
yang sebelumnya dibebaskan dari pengenaan pajak. Antara lain, pemerintah
mengumumbkan aturan terbaru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui
perdagangan melalui sistem elektronik pada Mei 2020, sebagaimana tertuang
dalam PMK No.48/PMK.03/2020. Jika kebijakan tersebut diterapkan dengan
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A. PRESIDENSI G20 PADA BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Suatu negara tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya
bantuan dari negara lain. Hal inilah yang terus memicu diadakannya kerja
sama antar negara, dimulai dari kerja sama regional, bilateral, hingga
multilateral. Berbagai pertemuan antar negara kerap kali diadakan untuk
membahas kerja sama tersebut, salah satunya adalah Group of Twenty atau
yang lebih dikenal dengan istilah G20. Pada 2022 ini, Indonesia mendapatkan
kesempatan untuk menjadi tuan rumah atau Presidensi G20. Berbagai isu
ekonomi dan keuangan akan turut dibahas dalam Presidensi G20 agar negara
yang terlibat dapat saling mendukung dan bahu-membahu untuk pulih
bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan (DJKN Kemenkeu, 2022).
Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam
rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui
kesepakatan baru berupa dua pilar Perpajakan Internasional yang mengacu
pada OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project tentang Addressing
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A. BIG DATA ANALYTICS ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Melalui teknologi in formasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari
berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan
smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Data
memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh
karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data- data yang
tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan
kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang
besar. Namun sayangnya, penerapan Big Data analitik masih belum begitu
populer di Indonesia. Sejauh ini tiga bidang usaha pengguna utama Big Data di
Indonesia yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-
barang konsumsi ringan dan murah seperti minuman dan makanan kemasan
(consumer goods).

Para praktisi yang melakukan studi tentang big data analytics menekankan
perlunya memahami bagaimana, mengapa dan kapan aplikasi big data
analytics (BDA) dapat menjadi sumber yang sangat berharga bagi perusahaan
untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Abbasi, Sarker, & Chiang, 2016;
Agarwal & Dhar, 2014; dan Corte Real, Oliveira & Ruivo, 2014).
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sustainabie Development Goals
(5068]

Penunjukkan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 atau
forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa ini
menandakan torehan sejarah baru. Korelasi antara sektor perpajakan
yang akan mewujudkan SDGs memegang peranan penting. SDGs akan
menjadi topik dalam bahasan di presidensi G20 nantinya. Eksistensi
perpajakan sebagai alat yang efektif untuk membantu membiayai
tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

Tantangan yang terjadi nantinya perlu dibahas secara mendalam
mengenai praktik profit shifting, illicit financial flows, peraturan
perpajakan internasional, masalah climate control dan eksternalitas
negatif. Kemudian kesetaraan gender terhadap pemaksimalan UMKM
yang dikelola oleh wanita dan dalam konteks mekanisme perpajakan bagi
Wajib Pajak wanita perlu disetarakan. Di sisi lain, lingkungan menjadi
objek fokusnya dari solusi untuk membangun investasi yang
berkelanjutan melalui green energy, green industry, dan blue economy.

Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai SDGs
vang berkelanjutan dari sisi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
Untuk mendukungnya, dana yang diperlukan membutuhkan stabilitas
penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang baik. Reformasi
perpajakan secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan grade
Ease of Doing Business (EoDB) dan iklim bisnis yang baik untuk menarik
investor asing. Upaya presidensi G20 Indonesia dalam mendorong
pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan menuju net zero emission
dibahas pada saat pertemuan berlangsung. G20 telah mendorong
komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk
phasing out subsidi atas fossil fuels dan membentuk Sustainable Finance
Working Group (SFWG). Hal tersebut sebagai bagian dari indikator SDGs
yang akan dibahas secara terstruktur nantinya
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